REPUBLIK INDONESIA

No.403, 2018 KEMENPU-PR. BSPS. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07/PRT/M/2018
TENTANG
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Menimbang

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mendorong dan meningkatkan
keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah
layak huni, diperlukan bantuan stimulan rumah swadaya
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman;

bahwa untuk mewujudkan rumah layak huni
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu didukung
dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang
serasi, teratur, terencana, dan berkelanjutan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5833);
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 16);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor O05/PRT/M/2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja
Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1745);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor O02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan



Menetapkan
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Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 172);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TENTANG BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Stimulan  Perumahan Swadaya  yang
selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan Pemerintah
bagi masyarakat berpenghasilan rendah  untuk
mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam
peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru
rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

2. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya
disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai
keterbatasan daya Dbeli sehingga perlu mendapat
dukungan pemerintah untuk memperoleh rumabh.

3. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya
disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah
tidak layak huni menjadi layak huni yang
diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat
baik secara perseorangan atau berkelompok.

4. Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya
disingkat PBRS adalah kegiatan pembangunan rumah
baru yang layak huni yang diselenggarakan atas
prakarsa dan upaya masyarakat baik secara
perseorangan atau berkelompok.

5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai

tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan
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10.

11.

12.

13.

keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya,
serta aset bagi pemiliknya.

Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas
prakarsa dan upaya masyarakat.

Perumahan Swadaya adalah kumpulan Rumah Swadaya
sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun
perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana,
dan utilitas umum.

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya
disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas
dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar
perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan
nyaman.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang ditetapkan dan diberikan kuasa
oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran
pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk
mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah
unit organisasi lini Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat yang melaksanakan kegiatan serta
memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan
anggaran.

Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat
TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang
menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan
dalam melaksanakan kegiatan BSPS.

Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai

tempat dibukanya rekening atas nama Satker untuk



14.

15.

16.

17.

18.

(1)

(2)

2018, No.403

menampung dana bantuan pemerintah yang akan
disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah.
Penerima BSPS adalah perseorangan yang termasuk
MBR dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh
PPK.

Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat
KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya
merupakan Penerima BSPS.

Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan
bidang perumahan dan kawasan permukiman pada
tingkat kabupaten/kota.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyediaan
Perumahan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan

permukiman.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman
bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi,
pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa,
dan masyarakat dalam penyelenggaraan BSPS.
Peraturan Menteri ini bertujuan agar penyelenggaraan
BSPS dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis,

efektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a. bentuk BSPS;

b. jenis kegiatan dan besaran BSPS;

c. penerima BSPS;

d. penyelenggaraan BSPS; dan

e. pengawasan dan pengendalian.



